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Abtraks 
Upaya pemerintah melakukan investasi dana haji untuk infrastruktur menjadi 
kajian menarik, ketika Presiden Jokowi  pada momen pelantikan anggota Badan 
Pengelola Kuangan Haji (BPKH) melemparkan ide agar Dana Haji 
bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Gagasan tersebut hingga 
saat ini menjadi kontrovesi karena sekian orang menilai Dana Haji tidak bisa 
diinvestasikan ke sektor infrastruktur dengan berbagai macam argumentasi mulai 
permasalahan nama akad transaksi, bagaimana tepatnya pembagian imbal hasil, 
hingga investasi tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang. Namun 
kebolehan dari pemanfaatan dana haji dengan di investasikan untuk 
pembangunan infrastruktur ini MUI sedang menyiapkan fatwa terkait investasi 
dana haji untuk infrastruktur. Alasan  menyiapkan fatwa tersebut agar biasa 
menjadi panduan pemerintah sesuai syariah Islam. “artinya dana haji itu sudah 
pasti kalau diinvest terutama harus syariah. Yang kedua sudah barang tentu ada 
keuntungan bagi jamaah. Fatwa tersebut natinya dapat menjadi dasar bagi 
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola dana haji kepada 
sektor yang diperbolehkan bagi syariah Islam dan keuntungannya punya nilai 
manfaat. Kendati demikian MUI belum memastikan kapan fatwa tersebut akan 
diterbitkan. Karena untuk mengeluarkan fatwa MUI menunggu permintaan dari 
pemerintah ataupun dari masyarakat. Sejalan dengan itu pemerintah dalam hal 
ini kementrian agama RI akan menyiapkan perundang-undangannya. Sejalan itu 
pula pembahasan tentang pandangan Fikih, siapa pemilik sah Dana Haji?, 
Apakah pemerintah, dalam hal ini BPKH, boleh menginvestasikan Dana Haji? 
Kalau boleh termasuk akad apa?, Apa hukum menginvestasikan Dana Haji untuk 
pembangunan infrastruktur?, Serta Bagaimana distribusi imbal hasil dari 
investasi Dana Haji yang sesuai dengan hukum Fikih? Sudah menjadi 
pembahasan pada bahsul masail yang dilakukan oleh Kerjasama Kementrian 
Agama Republik Indonesia, Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI), dan 
Ma’had Aly PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Pada Tanggal 13 
Agustus 2017. Namun analisis etika bisnis Islam tentang upaya menginvestasikan 
dana haji itu sah-sah saja asalkan dalam mekanismenya harus sesuai dalam 
pandangan al-Qur’an, bisnis yang menguntungkan itu mengandung tiga elemen 
dasar yaitu: Investasi modal yang sebaik-baiknya, Keputusan yang sehat, serta 
Perilaku yang benar. Harus diterapkan oleh pemerintah demi kemaslahatan umat.  
 
Kata kunci: Investasi, Dana Haji, Infrastruktur, Etika Bisnis Islam. 
 
PENDAHULUAN 
Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan diwajibkan bagi umat 
Islam yang mampu tentunya  menjadi dambaan semua umat Islam dalam rangka 
ingin menyempurnakan agama, oleh karena itu animo masyarakat Indonesia untuk 
menunaikan ibadah haji semakin hari semakin meningkat. Hal ini berdampak 
pada banyaknya jumlah calon haji waiting list yang harus menunggu antrian yang 
sangat panjang, yakni hingga 20 tahun terhitung dari semenjak pendaftaran. 
Pendaftaran sebagai calon haji harus disertai dana awal sebesar 25 juta 
untuk memperoleh porsi haji, yang disetorkan ke rekening atas nama BPKH 
(Badan Pengelola Keuangan Haji) yang bertindak sebagai wakil yang sah dari 
calon jamaah haji pada kas haji melalui BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji).1  
Terjadinya antrian yang panjang menyebabkan dana awal yang mereka 
setorkan tidak langsung dikelola atau dimanfaatkan sehingga terjadi penumpukan 
atau pengendapan dana. Dana tersebut merupakan salah satu sumber dari Dana 
Haji selain dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai 
manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan 
pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.2  
Berdasarkan audit tahun 2016 akumulasi Dana Haji yang mencapai angka 
95,2 triliun, adalah dana yang potensial berkembang, sementara apabila 
                                                             
1Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Haji, Pasal 6 ayat 2. 
2 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Haji, Pasal 6 ayat 1. 
membiarkan dana tersebut mengendap adalah tindakan mubadzir. Oleh karena itu, 
undang-undang mengamanatkan pengelolaan Dana Haji yang antara lain 
adalah investasi dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek 
keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.3  
Melihat begitu besarnya potensi dana haji tersebut pemerintah 
menyampaikan idenya dalam rangka untuk memanfaatkan dana haji tersebut 
supaya dalam masa menunggu pemberangkatan jamaah maka dana haji dapat 
dikelola atau di investasikan. Dalam hal ini Presiden Jokowi  pada momen 
pelantikan anggota Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH) melemparkan ide 
agar Dana Haji bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. 
Gagasan tersebut hingga saat ini menjadi kontrovesi karena sekian orang menilai 
Dana Haji tidak bisa diinvestasikan ke sektor infrastruktur dengan berbagai 
macam argumentasi mulai permasalahan nama akad transaksi, bagaimana 
tepatnya pembagian imbal hasil, hingga investasi tersebut dinilai bertentangan 
dengan undang-undang.4 
Permasalahan  yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah 
menjadi pembahasan dalam fatwa MUI dan juga sudah dibahas dalam rumusan 
bahtsul masail “Kontroversi Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur” Kerjasama 
Kementrian Agama Republik Indonesia, Asosiasi Ma’had Aly Indonesia 
(AMALI), dan Ma’had Aly PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Pada 
Tanggal 13 Agustus 2017. Dan sudah menentukan pandangan atau pendapatnya. 
Namun dalam tulisan ini akan menganalisis dari sisi etika bisnis Islam. Oleh 
karena itu, perlu kiranya kajian atau diskusi tentang Dana Haji diinvestasikan 




Haji adalah sengaja mengunjungi Ka’bah (rumah suci), untuk menunaikan 
amal ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan niat yang ikhlas karena Allah 
SWT. Menurut Dr. Wahbah Zulaily dalam Tuntunan Haji menyebutkan: “Haji 
                                                             
3 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Haji, Pasal 48 ayat 2. 
4  Harian Kompas, 26/07/2017 
ialah sengaja mengunjungi Ka’bah, untuk menunaikan amal ibadah tertentu, atau 
(dengan kata lain) mengunjungi tempat tertentu, pada masa tertentu, dengan 
perbuatan (amal) tertentu”.5 
Haji adalah salah satu rukun Islam yang lima yang diwajibkan oleh Allah 
swt kepada orang-orang yang mampu menunaikannya, yakni memiliki 
kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah 
tersebut. diwajibkan atas semua orang muslim yang mampu, sekali seumur 
hidupnya. Lebih dari sekali hukumnya menjadi sunnah.6  
Kewajiban haji ini baru disyariatkan pada tahun ke-6 hijriyah, setelah 
Rasulullah hijrah ke Madinah. Nabi sendiri hanya sekali mengerjakan haji yang 
kemudian dikenal dengan sebutan Haji wada’. Tak lama setelah itu, beliau wafat. 
 
Hikmah Haji 
Sebagaimana dijelaskan pada saat membicarakan sholat, bahwa shalat 
berjamaah sangat penting artinya baik pada saat shalat fardhu maupun shalat 
sunat. Shalat jamaah seperti shalat tarawih, shalat idul Fitri dan Adha, shalat 
gerhana matahari dan bulan. Bahkan seminggu sekali diwajibkan shalat berjamaah 
pada shalat jum’at.  
Demikian juga halnya mengenai ibadah zakat, diantara hikmahnya adalah 
memupuk rasa kesetia-kawanan sosial. Selanjutnya, diantara hikmah puasa adalah 
melatih kesabaran dan disiplin. 
Sedangkan ibadah haji jangkauannya lebih luas lagi, tidak bersifat lokal, 
regional, (daerah), dan nasional, tetapi sudah bersifat internasional, karena yang 
datang ketanah suci dari berbagai penjuru dunia. 
Adapun hikmah Haji adalah: 
a. Membina dan memupuk persatuan umat Islam 
Pada saat melaksanakan ibadah haji, semua etnis (suku), warna kulit, 
bangsa, pangkat kedudukan dan dan perasaan telah melebur menjadi satu, 
                                                             
5 M.Ali Hasan, Tuntunan haji Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji (Jakarta: 
PT. raja Grafindo Persada, 2001), 1. 
6 Sufi Suwandari, Haji Mistik; Sepertinya Tiada Haji Mabrur di Indonesia (Bekasi: Intimedia dan 
   Nalar, 2002), 85. 
sama-sama mendekatkan diri kepada Alllah dan hanyalah mengharap 
ridhanya. 
b. Menghapus dosa 
Sebagai manusia biasa, bukan hamba pilihan, banyak kesalahan yang 
diperbuat, banyak larangan yang dilanggar, disengaja atau tidak, yang 
mengakibatkan dosa bertumpuk. 
Ibadah haji adalah amalan  (jihad) yang dapat menghapus dosa-dosa 
tersebut, sebagaiman sabda rasulullah SAW: “Siapa saja yang menunaikan 
ibadah haji, sedangkan dia tidak berkata kotor (bercampur dengan istri), dan 
tidak berbuat maksiat, maka dia kembali (suci), seperti dia dilahirkan oleh 
ibunya (H.R. Bukhari dan Muslim).”7  
c. Meningkat semangat juang (Jihad) 
Dalm Islam, jihad atau memeperjuangkan agama nilainya sangat tinggi. 
Menyambung nyawa dimedan perang, adalah jihad dan tidak semua orang 
dapat berlaga dimedan perang, hal ini karena disesuaikan dengan kodratnya 
seperti wanita, karena tua, karena lemah fisik dan sebagainaya. Akan tetapi 
ada amal yang bernilai jihad, yang tidak mengambil resiko tinggi (nyawa) 
diantaranya menunaikan ibadah haji. 
Hal ini dapat kita lihat riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin, 
rodhiyallaaahu anha ia berkata: 
 
َهادَ  نََرى ، ّللَاه  َرُسولَ  يَا دُ نُ  أَفَلَ  ، اْلعََمله  أَْفَضلَ  اْلجه ه َهاده  أَْفَضلَ  ، لَ  » قَالَ  َجا  اْلجه
نَ  َحج    « َمْبُرور   لَكه
 
Artinya: “Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan 
yang paling afdhol. Apakah berarti kami harus berjihad?” “Tidak. 
Jihad yang paling utama adalah haji mabrur”, jawab Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari).8 
d. Mendapat kehormatan sebagai tamu Allah 
e. Mengadakan hubungan antar Bangsa 
                                                             
7Hasan, Tuntunan haji, 4. 
8 Idrus H. alkaf, Ihtisar Hadits Shahih Bukhari (Surabaya: CV. Karya utama), 122-123.  
Jamaah haji dari berbagai penjuru dunia yang terdiri dari berbagai suku, 
Ras, berbeda Bahasa, adat istiadat dan perbedaan lainnya bersatu ditanah suci 
disatukan oleh akidah yang sama. Yang menjadi tugas pokok adalah ibadah 
haji, disamping itu terbawa serta pula persoalan lain sepert menjalin 
hubungan dagang, diplomatik, persahabatan antar sesama pemimpin dan 
kegiatan-kegiatan lain. 
f. Menempati surga sebagai balasan amal 
Meskipun ibadah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu dan memenuhi 
syarat, namun dalam pandangan Allah, ibadah haji itu mempunyai nilai tinggi 
dan akan dibalas dengan surga.9 
 
Hukum Haji 
Ulama’ telah menyepakati bahwa haji itu fardhu hukumnya sekali seumur 
hidup, yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an  
Surat Al-Imran[3]: 97 
لَى النَاسه  ه  عَ َ لِله ا ۗ َو نً اَن آمه هُ كَ لَ َخ ْن دَ َم يمَ ۖ َو ه ا َر بْ ه امُ إ قَ نَات  َم ه ي  َ ه آيَات  ب ي فه
نهي   َ غَ هَن ّللَا إ َر فَ فَ ْن كَ َم يًل ۚ َو به ه سَ يْ َ ل ه اعَ  إ َطَ ت نه اْس ته َم يْ بَ ج   الْ حه
ينَ  َمه ال عَ نه الْ  عَ
Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 
Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah 
dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. 
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah 
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.10    
 Pertanyaanya apakah ibadah haji harus segera ditunaikan, atau tidak bila 
sudah memenuhi syarat? 
 Menurut Abu Hanifah, malik, Ahmad, Abu Yusuf dan sebagian sahabat 
Syafei bahwa ibadah haji harus segera dilaksanakan, bila seseorang telah mampu 
dan memenuhi syarat sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
                                                             
9Hasan, Tuntunan haji, 2-8.  
10 Departemen Agama RI, Alhidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Tanggerang 
Selatan: Kalim), 63. 
 
ُض لَهُ  ي َما يَْعره يَضةَ – فَإهَن أََحدَُكْم لَ يَدْره ه – يَْعنهي : اْلفَره  تَعََجلُوا إهلَى اْلَحج 
 
Artinya: “Hendaklah kamu segera menunaikan haji, Karena sesungguhnya 
seseorang tidak tahu suatu halangan yang akan merintanginya (H.R. Ahmad)”11  
 Menurut Syafei, Ats. Tsaury, al-Auzaiy dan Muhammad bin Hasan 
(Hanifah), bahwa ibadah haji itu tidak harus segera ditunaikan, kapan saja 
seseorang dapat menunaikannya, namun dipandang baik, bila segera dilaksanakan 
sebagaiman firman Allah dalam surat al-baqarah [2]: 148 
 
مُ  كُ ه ْته ب أ ونُوا يَ َكُ ا ت َن َم َيْ اته ۚ أ َر يْ َخ قُوا الْ َبه ت اْس ا ۖ فَ يهَ ل ه َو َو ُم ة  هُ هَ ْج ٍّ وه ل  كُ له َو
ير   ده ءٍّ قَ ْي ه شَ ل  لَٰى كُ َ عَ َن ّللَا ا ۚ إه يعً مه ُ  َج    ّللَا
 
Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di 
mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian 
(pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.”.12  
 
Syarat-syarat Wajib Haji 
Yang menjadi syarat-syarat umum adalah: Islam, baligh (dewasa) lebih 
kurang berumur 15 tahun, Berakal, Mampu dalam arti sehat badan (jasmani), ada 
dana, dan aman. 
 
Rukun Haji 
 Rukun ialah sesuatu yang harus dilakukan dan haji tidak sah tanpa rukun 
itu. Bila tertinggal salah satu rukun, tidak boleh diganti dengan “dam” (denda, 
menyembelih binatang). Diantara rukun haji ialah Ihram (memulai niat 
                                                             
11 Hasan, Tuntunan haji, 11.  
12 Departemen Agama RI, Alhidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Tanggerang 
Selatan: Kalim), 24. 
mengerjakan ibadah haji setelah memakai kain ihram), Thawaf ialah berkeliling 
Ka’bah sebanyak tujuh kali putaran, Sa’i yaitu melakukan lari-lari kecil diantara 
bukit safa dan marwah sebanyak tujuh kali, Wukuf di arafah mulai dari 
tergelincirnya matahari (waktu dzuhur) tanggal 9 dzulhijjah sampai terbit fajar 
tanggal 10 dzulhijjah, tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut tidak 
harus seluruhnya tetapi tiga helai rambut pun sudah dipandang memadai. 13 
 
Investasi 
Menurut ilmu ekonomi, pengertian investasi adalah pengeluaran penanam 
modal maupun perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga 
perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa 
yang tersedia dalam perekonomian. 
Berikut adalah beberapa devinisi investasi oleh para ahli ekonomi: 
Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno: investasi adalah penanaman modal yang 
dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai 
bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memeperoleh 
keuntungan. Menurut Fitzgeral: investasi adalah suatu aktivitas yang 
berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dan) yang dipakai untuk 
mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal tersebut 
akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang. Menurut 
Kamaruddin: investasi adalah menempatkan uang/dana dengan harapan untuk 
memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang/dana tersebut. 
 Kesimpulannya investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan 
menanamkan modal tertentu guna mendapatkan keuntungan tertentu.14 
  
Dana Haji 
Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana 
efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai 
                                                             
13 Hasan, Tuntunan haji, 21-30. 
14 http://carainvestasibisnis.com/definisi-dan-pengertia-investasi/ 
oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program 
kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.15  
 
Infrastruktur 
Istilah infrastruktur sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Sudah sering 
diberitakan di televisi, radio atau internet bagaimana pemerintah berupaya 
membangun dan memelihara infrastruktur untuk meningkatkan kehidupan 
ekonomi dan sosial masyarakat. Jika mendengar kata infrastruktur sebagian besar 
dari kita akan terbayang fasilitas-fasilitas umum yang bersifat fisik seperti jalan 
raya, jembatan, rumah sakit, bandara, pelabuhan, bendungan, dan masih banyak 
lagi. Adapun pengertian sederhana infrastruktur adalah berbagai fasilitas yang 
dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-agen publik yang bertujuan untuk 
memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal 
transportasi, tenaga listrik, penyediaan air, pembuangan limbah, dan pelayanan- 
pelayanan lainnya yang serupa. 
Mengenai infrastruktur inilah yang menjadi ide upaya pemerintah dalam 
memanfaatkan dana haji dengan alokasi investasi infrastruktur, yang sedang 
mejadi perbincangan yang kontrofersi dalam masyarakat. Namun kebolehan dari 
pemanfaatan dana haji dengan di investasikan untuk pembangunan infrastruktur 
ini, MUI sedng menyiapkan fatwa terkait investasi dana haji untuk infrastruktur. 
Ketua komisi fatwa MUI, Hasanuddin AF mengatakan, alasan pihaknya 
menyiapkan fatwa tersebut agar biasa menjadi panduan pemerintah sesuai syariah 
Islam. “artinya dana haji itu sudah pasti kalau diinvest terutama harus syariah. 
Yang kedua sudah barang tentu ada keuntungan bagi jamaah. Fatwa tersebut 
nantinya dapat menjadi dasar bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk 
mengelola dana haji kepada sektor yang diperbolehkan bagi syariah Islam dan 
keuntungannya punya nilai manfaat. Kendati demikian MUI belum memastikan 
kapan fatwa tersebut akan diterbitkan. Karena menurut Hasanuddin untuk 
mengeluarkan fatwa MUI menunggu permintaan dari pemerintah ataupun dari 
masyarakat. 
                                                             
15 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Haji, Pasal 1 ayat 2. 
 
Akan tetapi pada pembahasan mengenai pembahasan tentang pandangan 
Fikih, siapa pemilik sah Dana Haji?, Apakah pemerintah, dalam hal ini BPKH, 
boleh menginvestasikan Dana Haji? Kalau boleh termasuk akad apa?, Apa hukum 
menginvestasikan Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur?, Serta Bagaimana 
distribusi imbal hasil dari investasi Dana Haji yang sesuai dengan hukum Fikih? 
Sudah menjadi pembahasan pada bahsul masail yang dilakukan oleh Kerjasama 
Kementrian Agama Republik Indonesia, Asosiasi Ma’had Aly Indonesia 
(AMALI), dan Ma’had Aly PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Pada 
Tanggal 13 Agustus 2017. Adapun hasil dari bahsul masail tersebut adalah 
sebagai berikut: 
Menurut pandangan Fikih, siapa pemilik sah Dana Haji tersebut? 
Dan haji terkait dengan kepemilikan terbagi menjadi dua. Pertama, milik 
sah calon jemaah haji, yaitu BPIH yang dibayarkan kepada BPKH untuk 
memenuhi semua kebutuhan calon jemaah haji. Dana tersebut tidak terlepas dari 
kepemilikan calon jemaah haji karena belum ada faktor yang menyebabkan 
perpindahan kepemilikan. Kedua, milik publik (malullah), yaitu selain dana yang 
tersebut di atas, yang terdiri dari dana efisiensi penyelenggaran haji, dana abadi 
umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka 
penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk 
kemaslahatan umat. 
Apakah pemerintah, dalam hal ini BPKH, boleh menginvestasikan Dana Haji? 
Kalau boleh termasuk akad apa? 
Sejak mendaftarkan diri, calon jemaah haji telah memberi kuasa kepada 
pemerintah (BPKH) untuk bertransaksi dengan pihak ketiga menyangkut 
pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan ibadah 
haji. Ini berarti telah terjadi akad wakālah antara calon jemaah haji dengan 
pemerintah untuk menggunakan BPIH. BPIH yang belum dibayarkan oleh 
pemerintah kepada pihak ketiga bisa disebut sebagai dana titipan (wadī‘ah) di 
rekening BPKH. Akan tetapi apabila BPIH dikelola/diinvestasikan oleh BPKH 
dengan persetujuan calon jemaah dengan ketentuan bagi hasil, maka pada 
hakikatnya akad itu bukan lagi akad wadī‘ah, melainkan akad muḍārabah (akad 
bagi hasil); calon jemaah haji sebagai ṣāḥib al-māl (pemilik modal) dan BPKH 
sebagai muḍārib (pengelola). Posisi BPKH terkait dengan pengelolaan dana haji 
memiliki dua kemungkinan. Pertama, hanya sebagai mediator antara calon haji 
dengan pihak lain. Dalam posisi seperti ini, BPKH tidak berhak mendapat bagian 
keuntungan. Kedua, selain sebagai mediator BPKH berposisi sebagai muḍārib 
awwal, sedangkan pihak ketiga sebagai muḍarib tsaniy. Masing-masing mendapat 
bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan. 
Jika transaksi antara calon jemaah haji dan BPKH menyangkut 
pengelolaan BPIH dianggap akad wakālah, maka keuntungan dari pengelolaan 
BPIH sepenuhnya menjadi hak milik calon jemaah haji. Sebagai pemilik sah, 
calon jemaah haji berhak tidak menyetujui pengelolaan. Konsekuensinya, mereka 
harus membayar penuh ONH sekitar Rp. 60.000.000,-. 
Adapun dana yang telah menjadi milik publik, pemerintah boleh 
mengelola dan menginvestasikannya tanpa persetujuan jemaah haji dan calon 
jemaah haji. 
Pengelolaan BPIH yang merupakan milik calon jemaah haji harus 
memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada kemaslahatan mereka. Sedangkan 
dana haji yang menjadi milik publik, pengelolaannya harus memenuhi syarat-
syarat  yang mengacu kepada kemaslahan umat secara keseluruhan. Syarat itu 
antara lain adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang  mempertimbangkan 
aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan maslahat bagi umat, dan 
likuiditas. 
Apa hukum menginvestasikan Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur? 
Jika investasi dana haji pada sektor pembangunan infrastruktur diyakini 
aman, bermanfaat dan maslahat bagi umat, dan memenuhi skala prioritas, serta 
akadnya memenuhi prinsip-prinsip syari’at dalam mu’amalah, maka boleh. Ini 
artinya bahwa pemerintah dalam mengelola dana haji harus menempuh kebijakan 
yang paling maslahat bagi umat. 
Bagaimana distribusi imbal hasil dari investasi Dana Haji yang sesuai dengan 
hukum Fikih? 
Berhubung akad kerjasama antara calon jemaah haji dan BPKH 
menyangkut pengelolaan dana mereka merupakan akad muḍārabah, maka harus 
ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan dengan 
menggunakan prosentase; berapa persen untuk calon jemaah haji dan berapa 
persen untuk BPKH. Dengan demikian, ada kemungkinan calon jemaah haji tidak 
perlu lagi melakukan pelunasan.16 
 
Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Investasi Dana Haji untuk 
Infrastruktur  
Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang 
mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-
prinsip moralitas. Moralitas berarti aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, 
wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia 
Dalam kajian etika bisnis Islam susunan adjective diatas ditambah dengan 
halal-haram, sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, dimana beliau 
memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al-Islamiyah) yang dibungkus 
dengan dhawabith syariah (batasan syariah).17   
 Dalam pandangan al-Qur’an bisnis yang menguntungkan itu mengandung tiga 
elemen dasar yaitu: 
Investasi modal yang sebaik-baiknya; semua aktivitas manusia hendaknya 
diniatkan untuk ibtighai mardhatillah (menuntut keridhaan Allah) jadi investasi 
terbaik itu adalah jika ia ditujukan untuk mencapai riha Allah. 
 Keputusan yang sehat; agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, 
hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana dan hati-hati. 
Hasil yang akan dicapai dengan pengambilan keputusan yang sehat dan bijak ini akan 
nyata, tahan lama dan bukan hanya merupakan bayang-bayang dengan sesuatu yang 
tidak kekal. Menurut al-Qur’an , bisnis yang menguntungkan adalah sebuah bisnis 
yang keuntungannya bukan hanya terbatas untuk kehidupan di dunia ini, namun juga 
selain keuntungan jangka pendek yang didapat dunia, keuntungan itu bisa dinikmati 
diakhirat dengan keuntungan yang berlipat ganda.  
 Perilaku yang benar; Perilaku yang baik mengandung kerja yang baik 
sangatlah dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar 
                                                             
16 Rumusan bahtsul masail Kontroversi Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur Kerjasama 
Kementrian Agama Republik Indonesia, Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI), dan Ma’had 
Aly PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Pada Tanggal 13 Agustus 2017. 
17 Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 70-71. 
menguntungkan. Karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan juga 
kesuksesan di akhirat. 
 Sedangkan bisnis yang merugikan antara lain: 
investasi modal yang jelak; Menurut al-Qur’an, ada transaksi yang jika 
manusia menerjunkan diri dalam transaksi itu pasti akan menderita kerugian. Dalam 
transaksi tersebur seorang pedagang bukan hanya tidak memperoleh keuntungan apa-
apa, bahkan lebih parah dari itu ia akan kehilangan modalnya dan akhirnya bangkrut 
total, yakni membeli dunia akhirat; menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat 
murah untuk memperoleh keuntungan dunia yang kecil, membeli kesesatan dengan 
petunjuk, membeli siksa dengan ampunan, bahka membeli kekafiran dengan 
keimanan. 
Keputusan yang tidak sehat; tiadak ada sebuah kejahatan dalam hidup ini 
yang lebih besar dari sebuah tindakan yang diambil denga cara-cara yang tidak logis 
dan tidak rasional, al-Qur’a secara tegas menyatakan bahwa keputusan yang tidak 
sehat dalam hidup ini akan mengakibatkan kerugian yang besar. Beberapa contoh 
pengambilan keputusan yang tidak sehat adalah lebih mementingkan kehidupan dunia 
daripada kehidupan akhirat, lebih menyukai hal-hal yang khabits (hal-hal yang kotor) 
karena banyak dan melimpahnya (artinya memilih hal-hal yang bersifat kuantitas dan 
tidak melihat kualitas), menyandarkan diri pada harta dan kekuasaan, bukannya pada 
kebenaran dan keadilan, menginginkan kemegahan dunia dan menampakkan 
keitidaktertarikannya pada kebenaran dan hidayah, mencari pelindung palsu selain 
Allah.  
Perilaku jahat; keterlbatan dalam aktivitas apapun yang Allah larang akan 
menjerumuskan pelakunya dalam kerugian, Al-Qr’an menyebutkan aktivitas-aktivitas 
terlarang itu bersamaan dengan konsekuensi yang akan diterima oleh para pelakunya 
yang sangat mengenaskan. Perilaku jahat tersebut ialah tidak beriman dan menolak 
petunjuk yang diwahyukan dalam al-Qur’an, menyembunyikan ayat-ayat Allah dan 
menjualnya dengan harga yang murah, menyakiti perasaan orang lain dengan 
menyebut-nyebut sedekah dan kebaikan, atupun sedekah hanya untuk mendapat 
perhatian manusia, mempraktekkan riba, mengkhianati amanah dan kepercayaan, 
merusak kesepakatan dan janji, tidak tahu berterima kasih.18  
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Berdasarkan uraian diatas, maka upaya pemerintah menginvestasikan dana 
haji untuk infrastruktur dalam rangka untuk kemaslahatan umat yang bertujuan untuk 
kemajuan dan kelancaran dalam pembangunan baik material maupun spiritual 
merupakan tujuan yang sangat mulia. Dan keperpihakan pemerintah terhadap rakyat 
menjadi prioritas utama adalah suatu kondisi yang selalu diharapkan oleh semua 
negara-negara. 
Yang menjadi pertanyaan bisakah pemerintah menginvestasikan dana haji 
untuk infrastruktur dengan pengelolaan yang sesuai dengan etika bisnis Islam?. Tentu 
jawabannya mudah, bisa, asalkan memenuhi kriteria yang menjadi panduan pokok 
menjalankan bisnis dalam etika bisnis Islam, yaitu : Investasi modal yang sebaik-
baiknya, Keputusan yang sehat, dan Perilaku yang benar. Ketika ketiga hal tersebut 
apabila pemerintah benar-benar dapat mengaplikasikan maka alangkah sangat penting 
dan bahkan harus menjadi program utama dalam pengelolaan dana haji karena dana 
haji Indonesia per 30 Juni 2017 mencapai angka  Rp 99, 34 triliun yang terdiri dari 
nilai manfaat sebesar Rp 96,29 triliun dan dana abadi umat rp. 3,05 triliun. Alangkah 
lebih baik dikelola dengan baik dari pada dibiarkan mengendap tanpa berputar untuk 
menghasilkan keuntungan yang berguna untuk menunjang kelancaran pembangunan, 
seperti yang sudah dibahas dalam bahsul masail diatas bahwa membiarkan dana 
tersebut mengendap maka adalah tindakan mubadzir.   
 Permasalahan yang muncul dan yang mengkhawatirkan apabila di tinjau dari 
etika bisnis Islam adalah dengan melihat kondisi moral pemerintahan saat ini masih 
menjadi hantu di masyarakat dengan berbagai kasus korupsi yang terjadi dan tidak 
pandang basic agama yang mereka bekali, seperti berlomba-lomba dalam merauk 
keuntungan yang justru menyengsarakan rakyat banyak. Oleh karena itu sekiranya 
etika bisnis Islam tersebut dapat diterapkan dalam menginvestasi dana haji untuk 
infrastruktur maka menjadi keharusan pemerintah untuk melakukannya, akan tetapi 
apabila yang terjadi adalah sebaliknya yang dilakukan pemerintah adalah investasi 
modal yang jelak, Keputusan yang tidak sehat, dan Perilaku jahat. Maka tinggal 
menunggu waktu saja polemik di dimasyarakat yang akan terjadi dan justru akan 
berimbas pada kestabilan keamanan negara.  
 Solusi yang dapat diambil adalah perlunya harmonisasi antara pemerintah 
dengan ulama’, yang diperkuat dengan Undang-undang serta peran dewan pengawas 
syari’ah yang menjadi pelurus untuk berjalannya sebuah bisnis yang sesuai dengan 
etika bisnis Islam. 
         
KSIMPULAN 
Beberapa hal yang bisa disimpulkan yaitu bahwasannya upaya pemerintah 
melakukan investasi dana haji untuk infrastruktur merupakan usaha negara untuk 
meningkatkan kesejahteraan umat, lebih khusus untuk memfasilitasi jamaah haji 
Indonesia yang kian tahun semakin meningkat. 
Pengelolaan dana haji dengan menginvestasikan untuk infrastruktur 
merupakan ide pemerintah yang bagus apabila benar-benar diterapkan sesuai 
dengan tuntunan etika bisnis Islam dan pemberlakuan undang-undang yang 
menjadi perlindungan hukum sangat diharapkan dalam rangka meperkuat 
landasannya. Yang dalam hal ini masih akan di kaji dan digodok undang-undang 
yang akan mengatur tentang investasi dana haji tersebut. 
Menurut etika bisnis Islam, upaya pemerintah melakukan investasi dana 
haji untuk infrastruktur adalah diperbolehkan dan sangat psotif, karena dalam 
rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umat, sebab apabila dana tersebut 
dibiarkan mengendap maka akan mubadzir dan alangkah baiknya apabila 
dialokasikan untuk kemaslahatan umat dengan ketentua dalam etika bisnis Islam 
yaitu Investasi modal yang sebaik-baiknya, Keputusan yang sehat, dan Perilaku yang 
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